TREN PEJABAT KORUPSI DI MASA PANDEMI, OMBUDSMAN BALI SEBUT FAKTOR TUNTUTAN
DAN DORONGAN KELUARGA

Kamis, 09 Desember 2021 - Kadek Bayu Krisna Tenggara
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tren pejabat korupsi di Bali kian hari semakin marak terjadi. Bahkan, tren tersebut
meningkat di masa pandemi Covid-19.

Sebut saja, korupsi masker di Karangasem, korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Buleleng, dan korupsi
dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pengadaan aci-aci (upacara adat) dan sesajen di Denpasar, dan beberapa
kasus lainnya.

Hingga yang terbaru, korupsi Dana Insentif Daerah (DID) di Tabanan.

Berbagai kasus tersebut, banyak menyeret nama-nama pejabat publik di Bali, mulai dari level kepala dinas hingga kepala
daerah.

Hal ini menjadi perhatian khusus Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bali, Umar lbnu Al-Khattab.

Kepada awak media, ia mengatakan bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi dan terungkap saat ini terjadi sebelum
masa pandemi Covid-19.

"Sebenarnya peristiwa ini bukan pada masa pandemi, mungkin sebelum-sebelumnya, kemudian dibuka pada masa
Covid," paparnya di sela-sela bincang Hari Anti Korupsi bersama Bupati Jembrana di halaman Kantor Ombudsman RI
Bali, Kamis 9 Desember 2021.

Umar sapaan akrabnya juga tidak memungkiri bahwa pada masa pandemi ini juga terjadi berbagai kasus seperti di
Karangasem dan Buleleng.

Sehingga, pihaknya mendorong agar lembaga-lembaga penegak hukum lebih melakukan pendalaman untuk menelisik
lebih jauh adanya kasus serupa di kabupaten/kota lainnya di Bali.

"Memang ada kejadian juga saat Covid, misalnya di Karangasem korupsi masker, kemudian di Buleleng korupsi dana
PEN, itu yang sebetulnya harus juga di telisik di tempat lain, apakah terjadi hal serupa,” paparnya.

Pria yang juga Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bali ini
mengatakan bahwa budaya korupsi di kalangan pejabat dan pemegang kuasa sendiri sebenarnya terjadi atas dorongan
dan tuntutan dari keluarga terkait ekonomi.

Akibat adanya tuntutan tersebut, membuat para pejabat memilih mengambil tindakan berani untuk melakukan korupsi.



"Kadang-kadang budaya korupsi itu munculnya dari tuntutan dan dorongan dari keluarga yang cukup tinggi, maka
terbersit keinginan pejabat untuk korupsi,” jelasnya.

Seharusnya, jika para pejabat dan keluarganya memahami atas akibat dari tindakan korupsi tersebut, maka pihaknya
meyakini adanya pencegahan untuk melakukan hal tersebut dari dalam dirinya.

"Sekarang dia ingat keluarganya, kalau dia korupsi bagaimana, saya kira cukup positif dan apresiasi untuk mencegah,"”
katanya.

Selain itu, untuk mencegah tindakan korupsi, menurut Umar dalam menjalankan roda pemerintahan juga diharapkan
mampu membangun sistem terbuka, salah satunya dengan melakukan digitalisasi pelayanan publik.

"Membangun sistem terbuka, untuk meminimalisir adanya peluang korupsi, seperti digitalisasi pelayanan publik,"
tuturnya.

Saat disinggung mengenai kasus penyelewengan atau korupsi yang ditangani Ombudsman di Bali, Umar menyebutkan
bahwa pihaknya menjelaskan bahwa Ombudsman berfokus menangani kasus-kasus maladministrasi di pemerintahan
dan pelayanan publik.

"Kalau soal itu tetap menjadi perhatian kita, karena itu soal maladministrasi. Kalau pelayanan buruk kan koruptif, soal
korupsi itu kan tidak soal material saja, tapi immaterial,” katanya.

Saat ditanya apakah ada laporan terkait maladministrasi di pemerintahan selama 2021 ini, Umar menyebutkan hingga
saat ini belum ada laporan yang berarti.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang banyak terjadi di sektor pendidikan. Seperti pungutan liar (pungli) atau
jual-beli kursi.

"Kalau ke Ombudsman kan belum ada laporan ya, kalau dulu kan ada pungli di sektor Pendidikan, sekarang sudah mulai
berkurang lah ya," ucapnya.

Tetapi, justru yang ada di tahun 2021 ini kebanyakan laporan yang masuk adalah penyalahgunaan jabatan seperti
intervensi pejabat kepada penambahan kuota siswa dan titip-menitip kursi.

"Paling intervensi aja, kalau dulu kan prakteknya ada pungutan-pungutan, sekarang kan gak ada. Ya intervensi
penambahan kuota dari pejabat, seperti titip itu masih ada," tegasnya.



Oleh sebab itu, pihaknya mengaku telah melakukan tindakan dengan memberikan saran korektif kepada instansi yang
bersangkutan.

"Kita minta sudah berikan saran korektif kepada dinas terkait," ujarnya. (*)
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